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Saya menyambut baik buku yang ditulis oleh saudara Dr. Augustinus 
Simanjuntak.,SH.,MH berjudul Refleksi tentang Delik Korupsi (Sebuah Kajian 
Historis dan Filosofis atas Rumusan Delik Korupsi Produk Legislasi dan 
Kodifikasi). Buku ini bisa menjadi tambahan referensi bagi pembentuk undang-
undang dalam penyempurnaan delik korupsi di masa mendatang. 
Sebagaimana diketahui, hukum atau undang-undang pemberantasan tindak 
pidana korupsi bertujuan untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan 
kebutuhan hukum dalam rangka mencegah plus memberantas secara lebih efektif 
setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian 
negara. Karena itu pembentukan atau perumusan norma tindak pidana korupsi (delik 
korupsi) di dalam undang-undang tersebut tidak boleh dilakukan dengan instan 
hingga menimbulkan banyaknya kelemahan dan kekurangan.  
Rumusan delik korupsi yang mengandung kelemahan bisa menimbulkan 
ragam penafsiran dan ketidakpastian hukum. Meskipun sudah beberapa kali 
mengalami pergantian dan perubahan undang-undang, norma tindak pidana korupsi 
belumlah sempurna sehingga perlu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan modus-
modus baru di dalam tindak pidana korupsi seiring dengan perkembangan ilmu dan 
teknologi. Kelemahan delik korupsi bisa menjadi kendala bagi penegak hukum, baik 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Aparat Penegak Hukum lainnya, 
dalam menindak pelaku korupsi di masa kini maupun mendatang. 
Akhirnya semoga buku ini dapat menjadi khasanah Akademik dan Praktisi 
bagi Insan Hukum dan Masyarakat luas ! 
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masyarakat. Ini bukti bahwa konsep korupsi sebagai tindakan kejahatan merupakan 
konsep kebenaran universal. Karena itu buku ini penting dibaca dan dijadikan 
sebagai bahan kajian oleh akademisi di perguruan tinggi hukum, aparatur negara, 
legislatif, pengelola korporasi, praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat. 
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